
 
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
 

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 188.45/23/436.1.2/2012 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN DAFTAR RINCIAN AKTIVITAS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM 
RANGKA PERHITUNGAN UANG KINERJA PADA BELANJA LANGSUNG 

 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka pemberian uang kinerja kepada Pegawai 
Negeri Sipil Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis 
Pemberian Uang Kinerja Pada Belanja Langsung; 

 
  b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya                     

Nomor 86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian 
Uang Kinerja Pada Belanja Langsung, maka Rincian aktivitas 
yang disusun oleh Tim manajemen kinerja dengan tetap 
melibatkan SKPD yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
pemberian uang kinerja, ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Penetapan Daftar Rincian Aktivitas Yang 
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kota Surabaya dalam rangka Perhitungan Uang Kinerja pada 
Belanja Langsung. 

 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);  

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 
Nomor 694); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 

 
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 
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14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4). 

 
                                                                                                                                                                 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR 

RINCIAN AKTIVITAS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
SURABAYA DALAM RANGKA PERHITUNGAN UANG 
KINERJA PADA BELANJA LANGSUNG. 

 
KESATU  : Menetapkan daftar rincian aktivitas yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 
dalam rangka perhitungan uang kinerja pada belanja langsung, 
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Walikota ini. 

 
KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 20 Januari 2012 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

ttd 
 
 

       TRI RISMAHARINI 
Tembusan : 
Yth. Sdr. 1.    Inspektur Kota Surabaya;  

2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya; 
3.  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan                     

Pemerintah Kota Surabaya. 
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